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BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 9 TANUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI LUWU,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan
dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan
permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur
dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

bahwa Pemerintah Daerah wajib  melaksanakan
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, dalam upaya peningkatan kualitas
terhadap perumahan %umuh dan permukiman
kumuh, Pemerintah dan /atau pemerintah daerah
menetapkan  kebijakan, strategi, serta Pola
penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan,
dan ekonomis;

bahwa untuk melaksanakan penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai
ketentuan Pasal 98 ayat (3} Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
dperlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 0 di  Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor |1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7 /Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor o8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5615);

Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan
Dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);

Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana
dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Normor 470);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh;




12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah
Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031 {(Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Namor 144;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung {Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013
Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 8j;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4
Tahun 2016 tentang Tata Cara Izin Mendirikan
Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung Kabupaten Luwu {Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25};

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor & Tahun
2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Perkotaan Belopa 2016 - 2036
{Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kahupaten
Luwu Nomor 27].

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCEGAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia vang memegang
kekuasanaan pemerintahan Negara Republik Indonesia vang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2, Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Lawu dan perangkat daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Luwu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lLembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasl upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yvang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan,

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan
upaya masyarakat.

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus.

Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian,
termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan
sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan
terpadu.
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Perumahan kumuh adalah perumszhan vang mengalami penurunan
kualitas fungsi sebagai tempat hunian,

Permukiman kumuh adalah permukiman vang tidak lJavak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan vang tinggi,
dan kualites bangunan serta sarana dan prasarana yang tdak
memenuhi syarat.

Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang
tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya
telah dipersiapkan untuk pembangunan hngkungan hunian skala
besar sesuai dengan rencana tata ruang.

Lingkungan siap bangun yang selanjutnva disebut Lisiba adalah
sebidang tanah vang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas
umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan
batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan
siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan
untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan,
penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana
tata bangunan dan lingkungan.

Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemdilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan
pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan
kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan
partisipasi aktf masvarakat.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru,

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana,
sarana, dan utilitas umum.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian vang
memenui standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaumar.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian vang berfungsi untuk
mendukung penvelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budayva, dan ekonomi.

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelavanan
Ingknngan hunian.

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permmalaman kumuh adalah
penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, vang dipergunakan sebagai
dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh,

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan
permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap
laik fungsi.

Perbaikan adalah pola penanganan dengan ttik berat kegiatan
perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
termasuk sebagian aspek tata bangunan.
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Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/ a'tat%
pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi
perumahan dan permukiman yang layak huni.

Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar
secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas
umum perumahan dan permukiman.

Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat
terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh
yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai Iuhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan
permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan peran
masyarakat dengan memobilisasi potensi dan sumber daya secara
proporsional  untuk  mewujudkan perumahan dan kawasan
permukiman yang laik huni.

Pendampingan adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam
bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan bantuan teknis untuk
mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mencegah tumbuh
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal
dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan
dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan
untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimarn sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk
kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan,
maupun sumber dana lainnya.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

Distnsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi,
atau  mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
peryaratan administratif dan persyaratan teknis yvang berlaku dj
Kabupaten Luwu.

Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemeriniah yang
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Wwarga negara
Indonesia yang kegiatannva di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.




- 47. Masyarakat Berpenghasilan Rendah vang selanjutnyva disingkat MBR
adalah masvarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

48. Kelompok swadaya masyarakat adalah Lkumpulan orang yang
menyatukan din secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanva
ikatan pemersatu, vaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang
sama sehingga kelompok tersebut memiliki kesameaan tujuan yang
ingin dicapai bersama.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan
operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, vang merupakan landasan
upaya pencegahan dan peningkatan kualitas teradap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan
permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;

b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang
layak huni dalam lingkungan yvang sehat, aman, serasi,dan teratur.

BAB It
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnyva perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru;

c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh;

penyediaan tanah;

pendanaan dan sistem pembiavaan;

tugas dan kewajban pemerintah daerah; dan

pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
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BAB IV

KRITERIA DAN TIPOLOGI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

{1} Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merpakan kriteria
yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu
perumahan dan permukiman.

(2} Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari :

bangunan gedung,

. jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan; dan

proteksi kebakaran.
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Pasal 6

{1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2} huruf a mencakup :

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

{2) Ketidakteraturan bangunansebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan
permukiman;

a. tidak memenuhi tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), paling sedikit pangaturan bentuk, besaran, perletakan, dan
tampilan banguan pada suatu zona; dan Jatau

L. tidakmemenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas
lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL),
paling sedikit bangunan blok lingkungan, kapling, bangunan,
ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep
orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimeksud pada ayat {1}
huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan
permukiman dengan :

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL}; dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihl ketentuan dalam
Rencana Detail Tate Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL}.




(4] Kualitas bangunan yang tidak memenui syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf ¢ merupakan kondisi bangunan gedung perumahan
dan permukiman vang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

(5} Persvaratan tekni bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
avat {4} terdiri dan :

a. pengendalian dampak lingkungan;
b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasaranajsarana umum;

keselamatan bangunan gedung;

. keseatan bangunan gedung;

kenyamanan bangunan gedung; dan

kemudahanbangunan gedung.
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Pasal 7

{1} Dalam ha!l kabupaten Luwu belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang
{RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan {RTBL), maka
penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan
merujuk pada persetujuan mendirikan Bangunan untuk jangka waktu
sementara.

{2} Dalam hal Bangunan Gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan
mendirikan Bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian
ketidakteraturan dan Kepadatan Bangunan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dan Tim Ahli Bangunan
Gedung {TABG}.

Pasal 8

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat {2j huruf b mencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

{2} Jaringan jalan lingkngan ridak melayani seiuruh lingkungan perumahan
dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan dan permukiman
tidak terlayani dengan jalan lingkungarn.

{3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau selurnh jalan
lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

{1} Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2} hurufc mencakup :
a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
b. tidak terpenuhinva kebutuhan air minum setiap individu sesuai
standar vang berlaku.
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{2) Ketersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat
mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwama, tidak
berbau, dan tidak berasa.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondis dimana kebutuhan
air minum masarakat dalam lingkungan perumahan dan permukiman
tidak mencapai minimal sebanyak 60 Liter/Orang/Hari.

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

a. drainase ligkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga memimbulkan genangarn;

b. ketidaktersediaan drainase,

c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di
dalamnya; dan/atau

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbukan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase hngkungan tidak
mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan
dengan tinggi lebih dari 30 cm (Tiga Puluh Centimeter} selama lebih
kurang 2 {Dua) Jam dan terjadi lebih dari 2 (Dua} kali setahun.

(3} Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak
tersedia.

{4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi dimana saluran lokal
tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga
menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di
dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d merupakan
kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan
berupa :

a. pemeliharaan rutin; dan/atau
b. pemeliharaan berkala.

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi
drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material elapis atau
penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

{1} Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelaolaan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) huruf ¢ mencakup:
a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis
vang berlaku; dan/atau
b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis.




i1

(2] Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis vang
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a merupakan kondisi
dimana pengelolaan air limbah pda lingkungan perumahan dan
permukimar tidak memenuhi sistem yang memadai, vaitu terdiri dari
kakus/kloset yang terhubung dengan tangka septik baik secara
individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3} Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah fidak memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada
perumahan dan permukiman dimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangla septik; atau
b. tdaktersedianva sistem pengelolaan Himbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

(1} Kriteria  kekumuhan ditinjau  dari pengelolaan  persampahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2} huru f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persvaratan
teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persvaratan teknis;
dan/atau

¢. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
sehingga terjadi pencemaran Lingkungan sekitar oleh sampah, baik
sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

{2} Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a merupakan kondisi
dimana prasarana dan sarana persampahan  pada lingkungan
perumahan dan permukiman tidak memadai sebagai berikut:

a. Tempat Sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau
rumah tangga;

b. Tempat Pengumpuian Sampah (TPS) atau TPS 3R freduce, reuse,
reycle} pada skela lingkungan

c. Gerobak Sampah dan/atau Truk Sampah pada skala lingkungan; dan

d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu {TPST} pada skala lingkungan.

{3} Sistemn pengelclaan persampahan tidak memenuhi persyvaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b merupakan kondisi dimana
pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman
tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a. pewadahan dan pemilahan domestik;
b. pengumpulan lingkungan;

¢. pengangkutan lingkungan: dan

d. pengolahan lingkungan.

{4} Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik
sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huref ¢ merupakan kondisi  dimana
pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak
dilaksanakan baik berupa:

a. pemeliharaan rutin; dan/atau
b. pemeliharaan berkala.
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Pasal 13

{1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (2} huruf g mencakup ketidaktersediaan:
&. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
b. sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya
prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:

a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan
pemadam kebakaran;

¢. saran komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada
instansi pemadam kebakaran; dan

d. data tentang sstem proteksi kebakaran lingkungan.

(3} Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya
prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR};

b. Mobil Pompa,;

c. Mobil Tangga sesuai kebutuhan; dan
d. Peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Tipologi Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh

Pasal 14

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
berdasarkan letak lokasi secara geografis.

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman
kumuih :

a. di tepi air;
b. di dataran;dan
¢. di perbukitan.

(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di tepi sungai dan tepi pantai.

(4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf b merupakan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di dataran rendah.

(5) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf ¢ merupakan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di dataran tinggi.

(6) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukkan
dalam rencana tata ruang.
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{7) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang
sesuai. '

BAB YV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui;

a. pengawasan dan pengendalian;

b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
a. perizinan;
b. standar teknis; dan
¢. kelaikan fungsi.
(2} Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada:
a. tahap perencanaan;
b. tahap pembangunan; dan
c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

{1) Pengawsan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :
a. lzin Prinsip;

Izin Lokasi;

[zin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

Izin Mendirikan Bangunan; dan

Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a0
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(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan
perumahan dan permukiman,

(3} Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan
dengan rencana tata ruang; dan

b. keterpaduan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umu sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

{1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 aat (1} huruf b dilakukan
terhadap:

Bangunan Gedung;

. jalan lingkungan;

penediaan air minum;

. drainase lingkungan;

pengeloaan air limbah; dan
f. pengelolaan persampahan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan
dan permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan untuk menjamin:

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan
standar teknis yang berlaku;

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai
ketentuan standar teknis yang berlaku;

c. terpenuhinyakualitas bahan atau material yang digunakan serta
kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis
yang berlaku.

> a0y

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ dilakukan
terhadap:

a. bangunan gedung,

b. jalan hingkungan;

¢. penyediaan air minum,;

d. drainase hngkungan;

e. pengelolaan air limbah; dan
f. pengelolaan persampahan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan
perumahan dan permukiman.
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{3} Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan untuk menjamin:

a. kondisi sistemn pelayanan, kualitas kapasitas dan dimensi serta
kualifas bahan atau material vang digunakan masih sesuai dengan
kebutuhan fungsionalnya masing-masing;

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana
dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman;

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan
utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pasgal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh bary sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.
Pasal 22

{1} Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:

a. langsung; dan/atau
b. tdak langsung.

(2] Pemantauwan sebagaimana dimaksud pada avat {1} dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat,

(3} Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi vang
diindikasi berpotensi menjadi kumuh.

{4} Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan:

a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan
b. pengaduan masyarakat maupun media massa.

{5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada avat {1}
dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atay insidentil,
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Pasal 23

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara
terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.

{2} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masvarakat.

(3} Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Ahli yang memiliki pengalaman
dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

{4} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dlakukan dengan menilal
kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap -

a. perizinan pada tahayp perencanaan;
b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
¢. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

{5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat {1} disertai dengan
rekomendasi pengecahan tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh bara.

Pasal 24

(1} Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢ merupakan kegiatan penvampaian
hasil pemantauan dan evaluasi.

{2} Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan olen
bemerintah Daerah dengan melibatkan peran masvarakat.

{3} Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Ahl ¥ang memiliki pengalaman
dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

{4} Pelaporan hasil pemantauan dan evaiuasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumnuh baru sesuai kebutuban.,

{0) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masvarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masvarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b
dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan
kawasan permukiman melalui:

a. pendampingan; dan

b. pelavanan informasi.
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Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 26

(1} Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui
fasilitas pembentukan dan fasilitas peningkatan kapasitas kelompok
swadaya masyarakat.

{2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merpakan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:

a. penyuluhan;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.

Pasal 27

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat {2) huruf a
merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam peningkatan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

{2} Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa
sosiahisasi dan diseminasi,

(3} Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat menggunakan
Alat Bantu dan/atau Alat Peraga.

Pasal 28

{1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 avat (2] huruf b
merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas
tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

{2} Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat berupa:

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
¢. pembimbingankepada dunia usaha.

Pasal 29

{1} Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat {2} huruf ¢
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan vang bersifat teknis
berupa :

a. fisik; dan
b, nonfisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf a meliputi :

a. fasilitasi pemeliharaan, dan /atau perbaikan Bangunan Ged ung;

b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Jalan Lingkungan;

c. fasilitasi pemeliharaan, dan /atau perbaikan Drainase Lingkungan;

d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana Air
Minum;
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e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana Air
Limbah; dan/atau

f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahan.

(3) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} huruf b meliputi :

a. fasilitasi penyusunan perencanaan;

b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria;

c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;

d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan Jatau

e. fasilitas persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 30

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan

dengan ketentuan tata cara sebagai berikut :

a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melaluj Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan
perumahan dan permukiman;

b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

¢. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan Ahli, Akademisi
dan/atau Tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peingkatan ualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan
permukiman vang membutuhkan pendampingan;

e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari
pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara
berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidenta;

f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan
alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 31

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk
pemberitahuan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. rencana tata ruang;

b. penataan bangunan dan lingkungan;
C. perizinan; dan

d. standar perumahan dan permukiman.

(3} Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan
Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi Masyarakat.
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Pasal 32

(1} Pemerintah daerah menyampaikan informasi melalui Media Elektronik
dan/atau Cetak.

(2} Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menggunakan bahasa
yang mudah dipahami,

BAB VI
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

{1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumub dan permukiman
kumuh didahului dengan penetaan lokasi dan perencanaan penanganari.

{2} Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan
untuk mempertahankan dan menjaga  kualitas perumahan dan
permukiman secara berkelanjutan,

{3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimsaksud dalam ayvat {1} dilakukan
pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan
kurang dari 10 Ha {Sepuluh Hektare) vang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.

{4} Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dengan luasan diatas 10 {Sepuluh Hektare) menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

(1} Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh waiib
didahului proses pendataan yvang dilakukan Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran Masyarakat,

{2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi proses:
a. identifikasi lokasi: dan
b. penilaian lokasi.

{3} Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.

(4} Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masvarakat.
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Pasgal 35

{1} Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2}
huruf b dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

{2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi satuan
perumahan dan permukimar.

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),
meliputi identifikasi terhadap:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
¢. pertimbangan lain.

Pasai 36

(1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya untuk menentukan
batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau
swadaya dari setiap lokasi dalam suatu Wilayah Kabupaten.

(2} Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dengan
pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3} Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan
dengan pendekatan administratif.

{4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun
warga.

{5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat
Kelurahan/Desa.

Pasal 37

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat
kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan
menemukenali permasalahan kondisi Bangunan Gedung beserta sarana
dan prasarana pendukungnya.

{2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 38

(1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status
legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.

(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
b. kesesuaiandengan rencana tata ruang,
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(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
a. kepemilikan sendiri, dengan bukti Dokumen Sertifikat Hak Atas
Tanah atau bentuk Dokumen keterangan status tanah lainnya vang
sah; dan

b. kepemilikan Pihak lain ({termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti
izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau Pemiliik
Tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pemegang Hak Atas
Tanah atau Pemilik Tanah dengan Pengguna Tanah.

(4) Kesesunaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan
dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana
Kabupaten {SKRK).

Pasal 39

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3) huruf ¢ merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa
pertimbangan lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala
prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2} Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan
¢. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a
merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman
pada:

a. fungsi strategis kabupaten; atau
b. bukan fungsi strategis kabupaten.

{4} Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) uruf b merupakan
pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan dan
permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 Jiwa/Ha;
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/Ha;
c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/Ha;
d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/Ha

{5} Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi
perumahan atau permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan;

b, potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat
strategis bagi masyarakat setempat;

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu
yang dimiliki masyarakat setempat.
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Pasal 40

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah yvang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan
permukimar:.

{2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang
terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

{3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur
pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

(4} Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} tercantum dalam Lampiran I yang sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

{1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {2} huruf b
dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan
terhadap aspek :

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan
c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan
sebagai berikut:

a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri atas klasifikasi ;
a. status lahan legal; dan
b. statuslahan tidak legal.

(4} Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ terdiri atas :
a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(o} Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung
berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 42

(1} Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil
penilaian lokasi.
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{2) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berdasarkan
kondisi kekumuhan, aspek legalitas Iahan, dan tipologi digunakan
sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.

{3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
aspek pertimbangan lain digunakan sebagail dasar penentuan prioritas
penanganar.

FPasal 43

{1} Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3}
dilengkapi dengan -

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2} Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, berisi
data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat,
kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

{3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berdasarkan
hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

{4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat
dalam suatu wilayah kabupaten.

{5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran HI sebagai bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paszal 44

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 {satu} kali selama 5 {Lima)
Tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi
dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai
hasil dari penanggulangan vang telah dilakukan.

(3} Peninjauan ulang sebagaimana dimeksud pada avat (1) dilakukan
melahui proses pendataan,

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada avat {1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

{1} Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (4} dilakukan melalui tahap :

persiapan;

survei,;

penyusunan data dan faktg;

analisis;

penyusunan konsep penanganan; dan

penyusunan rencana penanganan,

{2} Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf { berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah,
dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pola Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek-aspek kondisi
kekurmuhan dan aspek legalitas lahan.

Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
dengan mempertimbangkan  tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada avat {1} meliputi :

a. pernugaran;

b. peremajaan; dan

¢. permukiman kembali,

Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
dengan melibatkan peran masyarakat.

Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] untuk
perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan
oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5} dilakukan
pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan
utilitasnya sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
Penanganan untuk perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh
pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5}
dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana,
dan utilitasnya belum diserah terimahkan kepada pemerintah daerah.
Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal
sebagaimana dimaksud pada ayat {7) tidak dilakukan dan prasarana,
sarana, dan  utilitas pada  perumahan dan  permukiman
ditelantarkan ftidak dipelihara, maka pemerintah daerah menyampaikan
surat peringatan kepada pelaku pembangunan unituk
memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.
Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan
pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
dan permukimannya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat {1} diatur
dengan ketentuan:

&.

dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
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b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan vang dilakukan adalah permukiman
kembali;

¢. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilalkukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman
kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman
kembali.

Pasal 48

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan
mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumaan kumuh dan
permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut
air serta kelestarian air dan tanah;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumaan kumuh dan
permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah
serta kelestarian tanab.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 49

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 avat {3) huruf a
dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan
dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

{2} Pemugaran sebagaimana dimaksud pade ayat {1) merupakan kegiatan
perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk
mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

{3} Pemugaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahap:

a. pra konstruksi
b. konstruksi; dan
c. pascakonstruksi.

Pasal 50

{1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3} huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
¢. pendataan masyarakat terdampak;
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d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan.
(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi :
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat {3) huruf ¢ meliputi :
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 51

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat {3} huruf b
dilakukan untuk mewujudkan Lkondisi rumah, perumshan, dan
permukiman yang lebih baik guna melindungl keselamatan dan
keamanan penggguna dan masyarakat sekitar.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pembongkaran dan penataan secara menyelurah terhadap rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

(3} Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus dilakukan
dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi
masarakat terdampak.

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan melalui
tahap :

a. pra konstruksi
b. konstruksi; dan
¢. pasca konstruksi.

Pasal 52

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (4} huruf a meliputi :
identifikasi permasalaan dan kajian kebutuan pemugaran;
penghunian sementara untuk masrarakat terdampak;
sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
pendataan masyarakat terdampak;
penyusunan rencana peremajaan; dan
musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2} Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat {4} huruf b meliputi
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak pada lokasi lain;
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman
eksisting;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
€. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

2NN
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(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat {4) huruf ¢ meliputi :
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaandan perbaikan.

Paragraf 4
Permukiman Kembali

Pasal 53

{1} Permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat {3
uruf ¢ dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumaan, dan
permukiman vang lebih baik guna melindung keselamatan dan
keamanan pengguna dan masyarakat.

{2} Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahap :

a. pra konstruksi
b. Konstruksi; dan
c. Pasca konstruksi.

Pasal 54

(1) Permukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat {2) huruf a meliputi :
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahamn;

sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

pendataan masyarakat terdampak;

. penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran
permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman
kembali; dan

e. musyawarahdan diskusi penyepakatan.
(2) Permukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi :
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan;
b. proses legalisasi lahan pada lokasi permukiman baru;
c. proses pelaksanaan konstruksi perumahan dan permukiman baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman
kembali;
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
(3) Permukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2} huruf ¢ meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

oo &
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Bagian Keempat
Pengeloiaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

{1] Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan
menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

(2} Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya.

(3} Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

(4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk
meningkakan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan
dan permukiman layak huni.

(5} Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dilakukan dalam bentuk :
a. penyediaan dan sosialisasi umum, standar, pedoman, dan kriteria;

b. pemberian  bimbingan, pelathan/penyuluban, supervisi, dan
konsultast;

¢. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;

d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai
kebutuhan;

e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman, dan/atau

f pengembangan sistem informas: dan komunikasi.

Paragraf 2
Pemeltharaan

Pasal 56

{1} Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat {4) dilakukan wmelalui
perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

{2} Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada avat (1} wajb
dilakukan oleh setiap Orang.

(3} Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan
dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
setiap orang.

(4} Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan
Hukum.

{5} Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
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Paragraf 3

Perbaikan

Pasal 57

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utlitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat {4) dilakukan melalui
rehabilitasi atau pemugaran.

{2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap Orang.

{3} Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan
permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap
orang.

(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
(5} Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

BAB VII
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya didalam Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 59

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum.

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalut:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai
negara;

b. konsolidasi tanah oleh Pemilik Tanah;

¢. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh Pemilik Tanah;

d. pemanfaatan dan pemindatanganan tanah barang miliki negara atau
milik daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

(3) Peniyediaan tanah sebagainana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAE VIII
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 60

{1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

{2} Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung
jawab Pemerintah Daerah,

{3} Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat difasilitasi oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berasal dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja negara,

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan atau

¢c. sumber dana lain yang sesual dengan Xketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5} Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan dalam rangka
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
TUGAS DAN KEWAJIBEAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Dacrah.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pagal 62

(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerab
memiliki tugas :

a. Merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana
pembangunan kabupaten terkait dengan pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

b. Melakukan survei dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi
perumahan kumuh dan permukikan kumuh.

¢c. melakukan pemberdasan kepada masyarakat;
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d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan
prasarana dalam upaya pencegaan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni
bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat
berpenghasilan rendah;

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat
miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;

g melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearian lokal di
bidang perumahan dan permukiman; dan

h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2] Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

(3) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(4} Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui
pembentukan Tim Koordinasi tingkat daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 63

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan
pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian;

b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan
permukiman; dan

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan
permukiman.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masvarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalui penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis; dan

b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai
rencana tata ruang, perizinan serta pemberitaan hal-hal terkait upaya
pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
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Pasal 64

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi;

b. penanganan; dan

¢. pengelolaan.

{2} Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran
masyarakat;

b. melakukan penilaian Iokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sesuai kriteria vang telah ditentukan;

c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalui keputusan kepala daerah; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi :

a. melakukan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap hasil
perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan

¢. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh melalui Pola pemugaran, peremajaan, dan/atau
permukiman kembali.

(4) Kewgjiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ meliputi :

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun
partisipasi dalam pengelolaan;

b. memberikan fasilitas dalam upaya pembentukan kelompok swadaya
masyarakat; dan

c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya
pemeltharaan dan perbaikan,

Bagian Keempat

Pola Koordinasi

Pasal 65

(1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

{2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} meliputi:

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kurmuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan
nasional;
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b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh

dan permukiman kumuh kepada Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi;

melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana
pembangunan provinsi daan nasional; dan

memberikanpermohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk
pembinaan, perencanaan, dan pembangunan terkait pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

BAB X

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 66

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan

dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh yaitu :

a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan
badan usaha miliki negara, daerah, atau swasta; dan

b. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah dengan Masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Masvarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 67

(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan
pada tahap :

a.

b.

pengawasan dan pengendalian; dan
pemberdayaan masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap :

a,

b.

penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumshan kumuh
dan permukiman kumuh;

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh; dan

pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumubh.




Pasal 68

Peran masarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.

berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan,
perumahan, dan permukimman pada tahap perencanaan serta turut
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian perizinan dan perencanaan bangunan, perumahan, dan
permukiman di lingkungannya;

berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan,
perumahan, dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian standar teknis dari perencanaan bangunan, perumahan, dan
permukiman dilingkungannya; dan

berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,
perumahan, dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan,
dan permukiman di lingkungannya.

Pasal 69

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyvarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

&.

berpartisipasi  aktif dalam  berbagai kegiatan penyvuluhan,
pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan

memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai
rencana tata ruang perizinan dan standar teknis perumahan dan
permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan
perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 70

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a.

b.

penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh; dan

. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
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Pasal 71

{1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a,
masyarakat dapat:;

2.

berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan mengikuti survei lapangan dan/atau
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang
telah diberikan saat proses pendataan.

(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a,
masyarakat dapat .

4.

berpartisipasi aktif dalam pembahasan vang dilaksanakan pada tahap
perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang dilakukan pemerintah daerah;

. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang

berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana

penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi
terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan
rencang penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data
dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan
rencana.

Pasal 72

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf b, dapat dilakukan dalam proses:

a.
b.

pemugaran atau peremajaan; dan
permukiman kembali,

(2} Dalam proses pemugaran dan/atau peremajaan sebagamana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat :

a.

b.

berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana pemugaran dan peremajaan;

berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik
berupa dana, tenaga maupun material;

membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang
berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap
rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;

membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan
peremajaan;
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f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalang
proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada
Instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat
berjalan lancar.

(3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf b, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana permitkiman kembali,

c. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang
dibutuhkan dengan proses permukiman kembali;

d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan permukiman
kembali;

€. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa
dana, tenaga, maupun material;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalang
proses pelaksanaan permukiman kembali; dan/atau

g. melaporkanperbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada
Instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan
lancar.

Pasal 73

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢, masyvarakat dapat:

a.

berpartisipasi aktif dalam berbagai program Pemerintah Daerah dalam
pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan dan
permukiman kumuh yang telah tertangani;

. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya

masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana,
tenaga maupun material;

menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta
prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada
instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat
berjalan lancar.

Paragraf 3
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 74

{1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk

mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara

swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
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(3} Pembentukan sebagaimana dimaksud pada avat (2} tidak perlu
dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang
sejenis.

{4} Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 75

{1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan norma yang
mengandung kebtjaksanaan dalam berbagai perikehidupan masvarakat
setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

{2} Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, yang berlaku pada masyarakat
setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan iokal dalam
peningkatan kualitas perumahan kumub dan permukiman kumub i
daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X1
LARANGAN

Pasal 76

(1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan,
vang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan , prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperianjikan.

{2) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan
dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi
perumahan dan permulaman.

(3} Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan
dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan
bahaya bagi barang ataupun orang.

{4} Setiap Pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah,
perumahan dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan
pemaniaatan ruang.

{3} Setiap Orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan
permukiman kembali rumah, perumahan dan/atau permukiman yang
telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah
terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.

{6} Badan Hukum vang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan
permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas
umum diluar fungsinva.

(7} Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah
lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
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(8} Orang perseorangan dilarang membangun kasiba.
{9) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah
matang tanpa rumah.

BAB XI1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1), ayat {2}, ayat {3}, ayat (4), ayat {3), ayat {6},
ayat (7], ayat (8), atau ayat (9) dikenai sanksi administratif.

(2} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa :

a.
b.
c.

e ]
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peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan pembangunan;

penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan
pembangunan;

penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan
perumahan dan permukiman;

penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);

kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu
tertenty;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan izin mendirikan bangunan;

pencabutan izin mendirikan bangunan;

pembekuan /pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;

perintah pembongkaran bangunan rumah;

pembekuan izin usaha;

. pencabutan izin usaha;

pembatalan izin;

kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
pencabutan insentif;

pengenaan denda asministratif; dan/atau

penutupan lokasi.

{3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

{1} Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi
suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan
laporan kejadian.
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{2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dilakukan oleh PPNS bekerjasama dengan Penyidik Umum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Ketentuan Pidana

Pasal 79

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 76 ayat 1 tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah]).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pelanggaran,

Bagian Kedua
Ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 80

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang
tidak membangun perumahan sesuai dengan Kkriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan,
diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
{Lima Milvar Rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa pembangunan kembali perumahan sesual
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas
umum vang diperjanjikan.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau
permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan
permukiman, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua)
Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 {Dua Milyar
Rupiahj.

{2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain
pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat
dijatuhkan terhadap badan usaha berupa pidana denda dengan
pemberatan 3 (Tiga} kali dari pidana denda terhadap orang.
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Pasal 82

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau
permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi
barang ataupun orang, diancam dengan pidana penjara paling lama
1 {Satu} Tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 {Lima Puluh
Juta Rupiahj.

{2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain
pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat
dijatuhkan terhadap badan wsaha berupa pidana denda dengan
pemberatan 3 (Tiga} kali dari pidana denda terhadap orang.

Pasal 83

Setiap Pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan
rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi
dan pemanfaatan ruang, diancam dengan pidana penjara paling lama
5 (Lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima
Milyar Rupiah).

Pasal 84

Setiap Orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi
kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang
telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah setelah terjadi
kesepakatan dengan masyarakat setempat, diancam dengan pidana
kurungan paling lama 1 (Satu) Tahun atau denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 {Seratus Juta Rupiah}.

Pasal 85

Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan
utilitas umum di luar fungsinya, diancam dengan pidana denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiahj.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

(1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman
harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan
ekologis.

(2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi
persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis.

(3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan
cleh setiap orang.




(1)

(2)

{3}

(4)

(3)
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Pasal 87

Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus

dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pembangunan prasarana, sarana, dan utlitas vum wajib diakukan

sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan

dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan :

a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;

b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan
lingkungan hunian; dan

¢c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umuim.

Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh

setiap orang harus diserahkan kepada pemeruntah daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Dalam rangka mendorong setiap Orang agar memanfaatkan kawasan

permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif

kepada Badan Hukum dan MBR.

Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada badan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. insentif perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pemberian kompensasi; dan/atau

¢. kemudahan perizinan.

Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada MBR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dapat berupa:

a. Pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan
perundang-undangan;

b. pemberian kompensasi;

c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan
utilitas umum; dan/atau

d. kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif dan disisentif dari pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3 diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau
dokumen yang telah dikeluarkan yang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini, dinyatakan masih berlaku.




Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwnl,

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 22 pesenber 2016

BUPATI LUWU,

™D

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 22 Degeuber 2616

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR @

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWES]
SELATAN : BHK.HAM.11.235.16




L
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : gTamuy 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 28H ayat {1} menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai
peran  yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta
kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia
Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga
terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar
bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai
dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia
melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak
dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu
kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap
keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan
bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan,
Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan
kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.
Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu
kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan
sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup
sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang
bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-
luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran
masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan ‘kawasan
permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung
jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan
kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan
yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang,
pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa
konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber
daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan
yang mendukung.




Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam
lingkungan yang sehat dan aman yvang didukung prasarana, sarana,
dan wutilitas umum secara berkelanjutan serta vang ?mampu
mencerminkan  kehidupan masyarakat yang berkepribadian
Indonesia; '

b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjuta,n untuk
pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permuk1ma.n, serta
lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; :

c. mewujudkan perumahan vang serasi dan seimbang sesuai dengan
tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan. berhasil
guna; |

d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan
negara; dan

e. mendorong iklim investasi asing.

Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, penyelenggaraan
perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan yang
berpenduduk padat maupun di daerah perdesaan yang ketersediaan
lahannya lebih luas perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian
hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu
memberikan  kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan
perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan
pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di ingkungan hunian.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak
hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan
pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukirnan
vang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau
peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta
pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman periu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah,
lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat.Dalam hal ini,
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan
upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman
secara menyeluruh dan terpadu.

Disamping itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional yang
turut menandatangani Deklarasi Rio de Janeiro, Indonesia selalu aktif
dalam kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh United Nations Centre for
Human Settlements. Jiwa dan semangat yang fertuang dalam Agenda 21
dan Deklarasi Habitat 1T adalah bahwa rumah merupakan kebutuhan
dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati
hunian yang layak dan terjangkau (adequate and affordable shelter for
all). Dalam Agenda 21 ditekankan pentingnya rumah sebagai hak asasi
manusia. Hal itu telah sesuai pula dengan semangat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
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Pengaturan  penyelenggaraan  perumahan dan  kawasan
permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permuloman, mendukung
penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang
proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan
permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan
keselmbangan kepentingan, terutama bagi MBR, meningkatkan daya
gunsa dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan
dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di
lingkungan humnian perkotaan maupun lingkungan hunian perdesaan,
dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu,
dan berkelanjutan. Penyvelenggaraan perumahan dilakukan wuntuk
memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar
manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, yang
meliputi  perencanaan perumahan, pembangunan perumahan,
pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan.

Salah satu hal khusus vang diatur dalam undang-undang im
adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan
rendah.Dalam kaitan ini, Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah wajib
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah
melalyi  program perencanaan pembangunan perumahan secara
bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ttu, dengan memberikan
kemudahan, berupa pembiayaan, pernbangunan prasarana, Sarana, dan
utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan
insentif fiskal.

Penvelenggaraan  kawasan permukiman  dilakukan untuk
mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan humnian dan
ternpat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan vang
terencana, menveluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan
rencana tata ruang. Penvelenggaraan kawasan permukiman tersebut
bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal vang
layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta
menjamin kepastian bermukim, vang wajib dilaksanakan sesuai dengan
arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu  dan
berkelanjutan.

Undang-Undang perumahan dan kawasan permukirnan ini juga
mencakup pemeliharaan dan perbaikan yang dimaksudkan untuk
menjaga fungsi perumahan dan Kawasan permukiman agar dapat
berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan
peningkatan kualitas hidup orang perseorangan yang dilakukan
terhadap rumah serta prasarana, Ssarana, dann utilitas umum di
perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan
permukiman. Disamping itu, juga dilakukan pengaturan pencegahan
dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh vang dilakukan untuk meningkatkan muru kehidupan dan
penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan
permukiman kumuh. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip
kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk
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menempati, memiliki, dan/atau menikmati tempat tinggal, yang
dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyediaan tanah untuk
pembangunan perumahan dan kawasan permukimarn.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas,

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.




Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 3t

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.
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Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas,

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Culup Jelas,

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.
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Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas,

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas,

Pasal 59

Cukup Jelas,

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.
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Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas,

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.
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Pasal 84
Cukup Jelas,

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jeias.

Pasal 90
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 9




LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : g TAYUN 2016 TANGGAL : 20 pesenber 2016

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN :
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

N I STV 0T I L e et e e e e ee e e e e
Jabatan e PP TP ereesanns
Alamat e e e et et e r i aans vrran
No. Telp.

Hari/Tanggal Survei e PPN

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden © ... e e

No. Telp. e et e ie e e en e rann e ety .
Hari/Tanggal Pengisian @ ..ot i et e e e,

C. DATA UMUM LOKAS!

Nama LOKASE 1 couiiviiiriiiinieeorce ettt iate e et e e e s e
Luas Area T ettt e e n e e e b aaeeanemareeee et nyern
Koordinat

Demografis:




Jumiah Jiwa
Jumlah Laki Laki
Jumigh Perempiian
Jumlah Keluarga

Administratif:

RW P P U T T

Tipologi e O OO PPPUST PP PUPRPRN S

Peta Lokasi

.......

...............................................................

...............................................................

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian
hentuk, besaran,
perletakan dan
tampilan
bangunan
denga.n' arahan
RDTR

Kesesuaian tata

rsamar

76% - 100% bangunan pada lokasi
tidak memilika keteraturan

" |51% - 75% bangunan pada lokasi

tidak memiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi
tidak memitiki keteraturan

76% ~ 100% bangunan




bangunan dan | pada lokasi tidak memiliki
tata kualitas keteraturan
lingkungan 51% - 75% bangunan pada
dengan arahan lokasi tidak memiliki
RTBL keteraturan
25% - 50% bangunan pada
lokasi tidak memiliki
keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-

teraturan bangunan pada lokasi.

R T L L T T T R

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi
rujukan penataan bangunan '

T I T T e L N R R R R LRt b I A

2. Tingkat Kepadatan Bangunan
Nilai KDB rata-
rata bangunan
Nilai KIL.B rata-

rata bangunan
Nilai Kepadatan @ ...
bangunan rata-
rata
Kesesuaian 76% - 100% kepadatan bangunan
tingkat pada lokasi tidak sesuai ketentuan
kepadatan 51% - 75% kepadatan bangunan
bangunan (KDB, pada lokasi tidak sesuai ketentuan
KLB dan
kepadatan '
25% - 50% kepadatan bangunan

bangunan) o )

pada lokasi tidak sesuail ketentuan
dengan arahan
RDTR dan RTBL.

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat
kepadatan bangunan pada lokasi. '-




L R R I T N L L T L N T

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan pengendalian dampak
bangunan vang lingkungan
telah diatur

. pernbangunan bangunan
§ di atas dan/atau di bawah

' tanah, air dan/atau

prasarana/sarana umum

keselamatan bangunan

kesehatan bangunan

kenyvamanan bangunan

kemudahan bangunan
Kondisi [ 1 76% - 100% bangunan
bangunan pada | pada lokasi tidak
perumahan dan memenuhi persyaratan
permukiman teknis

1 51% - 75% bangunan pada
! lokasi tidak memenuhi

| persyaratan teknis

= 25% - 50% bangunan pada

lokast tidak memenuhi

persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlhatkan
ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan
persyaratan teknis bangunan :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN




1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan 76% - 100% area tidak
Perumahan dan terlayani oleh jaringan
Permukiman jalan lingkungan
yang dilayani 51% - 75% area tidak
oleh Jaringan terlayani oleh jaringan
Jalan jalan lingkungan
Lingkungan 25% - 50% area tidak
terlayani oleh jaringan
| Jjalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan | gambar / peta yang memperlihatkan

jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2. Kuahtas Pérmnukaan Jalan

Jenis permukaan jalan perkerasan lentur

jalan jalan perkerasan kaku

jalan perkerasan

kombinasi

jalan tanpa perkerasan

Kualitas 76% - 100% area mermiliki
permukaan jalan kualitas permukaan jalan
yang buruk

51% - 75% area memiliki

kualitas permukaan jalan
yang buruk

25% - 50% area memiliki

kualitas permukaan jalan

vang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas
permukaan jalan lingkungan yang buruk {rusak). |

......................................................................................................

B, KONDIS! PENYEDIAAN AIR MINUM




Akses aman
terhadap air
minum (memiliki
kualitas tidak
berwarna, tidak
berbau, dan
tidak berasa)

}. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

76% - 100% populasi tidak
dapat mengakses air
minum yang aman

51% -~ 75% populasi tidak
dapat mengakses air
mirnum yang aman

25% - 50% populasi tidak

dapat mengakses air

minum yang aman
.

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air
minum yang dapat diakses masyarakat. '

......................................................................................................

2. Tidak Tetpenuhinya Kebutuhan Ait Mifum

Kapasitas ] 76% - 100% populasi tidak
pemenuhan terpenuhi kebutuhan air
kebutuhan {60 nminum minimalnya
L/hari) || 51% - 75% populasi tidak
terpenuhi kebutuhan air

minum minimalnya
25% - 50% populasi tidak
terpenuhi kebutuhan air

minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang
terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

......................................................................................................

G. KONDISI DRAINASE LIN GKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

ey

Genangan yang lebih dari {tinggi 30 cm,

terjadi selama 2 jam dan terjadi

2 X setahun)

kurang dari (tinggi 30 cm,

l selama 2 jam dan terjadi 2




f x setahun)

:
Luas Genangan | | 76% - 100% area terjadi i
é genangan >30cm, > 2 jam E
i gdan>zxsetahun ;
" 51% - 75% area terjadi
genangan >30cm, > 2 jam *
; dan > 2 x setahun

W 25% - 50% area terjadi i

genangan >30cm, > 2 jam
| dan > 2 x setahun :

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada |
lokasi tersebut {(bila adaj. | g

i

2. Ketidaktersediaan Drainase
saluran tersier | | 76% - 100% area tidak
dan/atau | tersedia drainase
saluran lokal 5 lingkungan

pada lokasi Q_H; 51% - 75% area tidak
§ } tersedia drainase _ g
; ? lingkungan

; : 25% - 50% area tidak !

tersedia drainase §

Mohen dapat dilampirkan 1 foto vang memperlihatkan saluran tersier
dan / atau saluran lokal pada lokasi,

L R R LR L R L L L L T T T Y

3. Tidak Terpeliharanyva Drainase

—_— i

Jenis .| Pemeliharaan rutin ;
pemeliharaan ;_; Pemeliharaan berkala

saluran drainase i |

vang dilakukan i j

H




Pemeliharaan 76% - 100% area memiliki
drainase drainase lingkungan yang
dilakukan pada kotor dan herbau

51% - 75% area memiliki

drainase lingkungan yang
kotor dan berbau

25% - B0% area memiliki

drainase lingkungan yang
kotor dan berbau

-

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegmtan

pemeliharaan drainase pada lokasi.

.......................................................................................................

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen Saluran primer
sistem drainase ' Saluran sekunder
yang ada pada Saluran tersier
lokasi Saluran Lokal

b

Ketidakterhubungan 76% - 100% drainase
saluran lokal lingkungan tidak
dengan saluiran terhubung dengan hirarki

pada  hirarki di di atasnya

atasnya 51% - 75% drainase
lingkungan tidak
terhubung dengan hirarki
di atasnya

25% - 50% drainase
lingkungan tidak

terhubung dengan hirarkj

| di atasnya _
Mohon dapat dilampirkan 1 {oto yang memperlihatkan
ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirérki di
atasnya pada lokasi. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------

i 5. Kualitas Konstruksi Drainase




Jenis konstruksi Saluran tanah
drainase Saluran pasang batu
Saluran beton

Kualitas 76% ~ 100% area memiliki
Konstruksi kualitas kontrsuksi
drainase lingkungan
buruk

21% - 75% area memiliki
kualitas kontrsuksi

drainase lingkungan
buruk

25% - 50% area memiliki
kualitas kontrsuksi

drainase lingkungan
buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ;kualitas
konstruksi drainase yang buruk pada lokasi. '

......................................................................................................

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH _
1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem 76% ~ 100% area memiliki
pengolahan air sistem pengelolaan air
limbah tidak limbah yang tidak sesuai
memmadai | standar teknis
(kakus/kloset 51% - 75% area memiliki
yang tidak sistem pengelolaan air
terhubung limbah yang tidak sesuai
dengan tangki standar teknis
septik / IPAI___,} 25% - 50% area mtemiliki
sistem pengelolaan air
limbah vang tidak sesuai
standar teknis




Jenis konstruksi

Saluran tanah

drainase

Saluran pasang batu

Saluran beton

Kualitas
Konstruksi

76% - 100% area memiliki
kualitas kontrsuksi
drainase lingkungan

buruk

|

Mohon dapat dilampirkan 1 fote yang memperhhatkan kuslitas

]

51% - 75% area memiliki
. kualitas kontrsuksi

i drainase lingkungan

éburuk

| 25% - 50% area memiliki
: kualitas kontrsuksi

- drainase lingkungan
buruk

konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.................................

H. KONDIST PENGELOLAAN _
| 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem
pengolahan air
limbah tidak
memadai |
{kakus/kloset
yvang tidak
terhubung
dengan tangki
septik / IPAL)

e L L T R L T T T T T O G

AIR LIMBAH

76% - 100% area memiliki
sistem pengelolaan air
limbah yang tidak sesuai
standar teknis

| 51% - 75% area memiliki

sistem pengelolaan air
limbah yang tidak sesuai
standar teknis

25% - 50% area memiliki
sistem pengelolaan air
[imbah yang tidak sesuai
standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan




? vang Ada Pada | gerobak sampah dan/atau
E _,: tempat pengolahan ' 5
: sampah terpadu {TPST}
‘5 ? pada skala lingkungan
— |
; Ketidaksesusian [ | 76% - 100% area memiliki
§ Prasarana dan | prasarana dan sarana
; Sarana pengelolaan persampahan
| Persampshan | | tidak memenuhi
dengan persyaratan teknis
Persyaratan 21% - 75% area memiliki
Teknis | prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
! tidak memenuhi
E persyvaratan teknis
% . 25% - 50% area memiliki
; prasarana dan sarana E
pengelolaan persampahan 1
: idak memenuhi
-g_ persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
prasarana dan sarana persampshan pada lokasi ymxg tidak
memenuhi persyaratan teknis, ;
.............................................................................................. §
| 2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis
| Sistem [} 76% - 100% area memiliki !
z persampahan g sistem pengelojaan |
3 (permilatian, ; persampahan vang tidak
z pengumpulan, ; sesuai standar teknis
pengangkutan, | | 51% - 75% area memiliki
: pengolahan) : | sistem pengelolaan
; ' ' persampahan yang tidak
g | sesuai standar teknis
i 25% - 50% area memiliki : ;




sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Tekr?is

Prasarana dan Kloset Leher Angsa Yang

Sarana Terhubung Dengan Tangki

Pengolahan Air Septik

Limbah yang Ada Tidak Tersedianya Sistem

Pada Lokasi Pengolahan Limbah
Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian 76% - 100% area memiliki
Prasarana dan prasarana ¢an sarana
Sarana pengelolaan air limbah
Pengolahan Air vang tidak memenuhi
Limbah dengan persyaratan teknis
persyaratan 31% - 75% area memiliki |
teknis prasarana dan sarana

pengelolaan air limbah
yang tidak memenuhi
persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki

prasarana dan sarana

pengelolaan air imbah
yang tidak memenuhi

persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi
prasarana dan sarana penigolahan air limbah pada lokasi yang tidak

memenuhi persyaratan tenis.

......................................................................................................

1L KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Tempat Sampah

Sarana tempat pengumpulan
Persampahan i | sampah {TPS) atau TPS 3R




Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan

' sistem pengelolaan
. persampahan vang tidak

- sesuai standar teknis

i

i

i

4 H
L SN

sarana persampsahan pada lokasi.

.....................................................................................................

3. Tidak  Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Jenis ;,___.: Pemeliharaan rutin
pemeliharaan . | Pemeliharaan berkala
Prasarana
Pengelolaan ‘
Persampahan : i
Pemeliharaan E ?6‘?-’* - 100% area memiliki
Sarana dan i sarpras persampahan yang :
Prasarana _— tx&ak terpetihara
Pengelolaan 2 5 1% - 75% area memiliki }
Persampahan ’1 sarpras persampaban vang ﬁ
dilakukan pada E———** tidak terpelihara

|| 25% - 50% ares memiliki %
’ aarpras persampahan vang 3
?— tidak terpelihara
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan ;
pemeliharaan drainase pada lokasi. ' ?
...................................................................................................... :
- | J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN
s 1. Ketidaktersediasn Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif
Prasarana % | - Pasokan air untuk
Proteksi | | pemadam kebakaran
Kebakaran F Ja}an Iingkungan vang

b b




Lingkungan yang
ada

Ketidaktersediaan
Prasarana
Proteksi
Kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing

mernadai untuk sirkuiasi
kendaraan pemadam
kebakaran

sarana komunikasi

data tentang sistem
proteksi kebakaran

bangunan pos kebakaran

76% - 100% area tidak
memiliki prasarana
proteksi kebakaran
31% - 75% area tidak
mermiliki prasarana
proteksi kebakaran
25% - 50Y% ares tidak
memiliki prasarana
proteksi kebakaran

sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

......................................................................................................

Sarana Proteksi

Kebakaran

Lingkungan vang

ada

Ketidalctersediaan
Sarana Proteksi
Kebakaran

Z. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Alat Pemadam Api
Ringan (APAR}.

mobil pompa

mobil tangga
peralatan pendukung

lainnya

76% - 100% area tidak
memiliki sarana proteksi
kebakaran

51% ~ 75% area tidak
memiliki sarana proteksi
kebakaran

25% - 50% area tidak

memiliki sarana proteksi




|| kebakaran " |

Mohon dapat dilampirkan 1 foio yang sumber pasokan air untuk
pemadaman di lokasi. , ;

1.2, PROSEDUR PENDATAAN
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LAMPIRAN 1l : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU |
NOMOR :9 TAEUN 2016 TANGGAL : 22 Demember 2814

PENCEGAHAN DAN PENINGEATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH ’

FORMULASI PENILAIAN LOKASI
DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKAS!
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

'A. IDENTIFIKAS] [ KEKUMUHAN

sTidak memenuhi o76% - 100%
ketentuan tata bangunan _
bangunan dalam pada lokasi 5
RDTR, meliput tidak memiliki
pengaturan keteraturan
bentuk, besaran, = _ Dokum
perletakan, dan | *51% - 75% en RDTR
1 a.Ketdaktera | tampilan | bangunan ) : & RTBL,
. turan bangunan pada pada lokasi 13 Format
KONDISI Bangunan tidak memiliki
B ﬁNGUN AN suatu zona; keteraturan _ Isian,
dan/atau Observa
+Tidak memenuhi : si
ketentuan fata | 50, 509
bangunan dan tata bangunan
L.:uahtas pada lokasi 1
hngkungan dalam tidak memiliki
RTBL, meliputi keteraturan

pengaturan blok




ketinggian dan
elevasi lantai,
konsep identitas
Ingkungan,
konsep orientasi
lingkungan, dan
wajah jalan.

«KDEB melebihi

*76% - 100%

ketentuan RD'I‘R, bangunan
dan/atau RTBL; memikiki
*KLB melebihi lepadatan tidak
ketentuan dalam sesuai ketentuan
RDTR, dan;ata Dokum
anfatau
en RDTR
RTBL; dan/atau
¢51% - 75% & RTBL,
sKepadatan Dok
, nan okum
b. Tingkat bangunan vang bangu ‘
. KePadatan tmggl pada lokasi memiliki on IMB’
. ’ ; Format
Banguﬂan yai tu: lepadatan tidak o
: sian,
o untuk kota sesuat ketentuan
Peta
metropolitan .
Lokasi
dan kota besar
9%, -
> 250 unit/Ha | *25% - 50%
o untuk koty bangunan
sedang dan kota memiliki
kecil >200 lepadatan tidak
unit/Ha sesuai ketentuan
C. Kondisi bangunan *¢76% - 1002 Wawanc |
Ketidaksesu | pada lokasi tidak bangunan pada ara,
aian dengan | memenn hi lokasi tidak Format
Persyaratan | persyaratan: memenuhi Isian,
Teknis spengendalian persysratan Dokuun
Bangunan dampak teknis en IMB,




T a51% - 75%

bangunan pada

bangunan di atas | lokasi tidak
dan/atau di memenyhi
bawah tanah, air persyaratan
| dan/atau teknis
prasarana/saran
a umum
skeselamatan $95% - 50%
bangunan bangunan pada
skesehatan lokasi tidak
bangunan mememihi
skenyamanan persyaratan
bangunan teknis
skemudahan
bangunan
*76% - 100%
area tidak
terlayani oieh
Jjaringan jalan Wawanca
Sebagian lokasi lingkungan ta,
perumahan atau Format
a. Cakupan permukiman tdak *51% - 75% area g
Pelayanan terlayani dengan tidak terlayani ;‘a“*
2. Jalan | ekungan oleh jaringan e
KONDISI |Lingkungan vang sesuai dengan Jalan lingkungan Lokas, ‘
JALAN ' Observasi
ketentuan teknis
LINGKUNGAN #25% - 50% area
tidak terlayani
oleh jaringan
jalan lingkungan
b. Kualitas |Sebagian atau *76% - 100% Wawanca
Permukaan jseluruh jalan area memiliki ra,
Jalan lingkungan terjadi kualitas "Format
Lingkungan {kerusakan permukaan Isian,




permukaan jalan jalan yang Peta
pada lokasi buruk Lokasi,
perumahan atau *51% - 75% area Observa
permukiman memiliki si
kualitas
permukaan jalan
yvang buruk
025% - 50% area
memiliki
kualitas
permukaan jalan
vang buruk
*76% - 100%
populasi tidak
dapat
mengakses air
Masyarakat pada minum yang
lokasi perumahan aman
a.Ketidakter |dan permukiman Wawanca
ﬁsnﬁman tidak dapat *51% - 75% Ia,
Air Minum  |mengakses air populasi tidak Format
3. minum yang dapat Isian,
KONDISI memiliki kualitas mengakses air Cbserva
PENYEDIAAN tidak berwarna, minum yang si
_MR MINUM tidak berbau, dan aman
tidak berasa 5% - 50%
populasi tidak
dapat
mengakses air
minum yang
aman
b. Tidak Kebutuhan air 076% - 100% Wawanca
terpenuhinya |[minum masyarakat populasi tidak 1a,
pada lokasi terpenuhi Format




perumahan '

kebutuhan ' ;
Air Minum  |permukiman tdak minum Olbserva §
mencapai minimal minimainya si :
sebaryak 66 “51% - 75%
liter/orang/hari | populasi tidak
: terpenithi
kebutuhan air
minym
§ {25% - 50% .!_
:' populasi tidak ‘
kebutuhan air |
minum |
minimalnva
*TH% - 1000 J
area terjadi
genangan ._
Jarmgan dramase >30cm, > 2 jam |
lingkungan tidak dan > 2 x | |
amp i setahun ' ; Wawanc |
a.Ketidak mengalirkan | o T : ara, |
mampuan limpasan air *31% - 75% area | ‘-
; . Mengalir gei:zrxagga l terjadi genangan Fof'mat ;
4. KONDISI kan : Isian,
DRAINASE Limpasan |menimbulkan »>30em, > 2 jam
LINGKU Air Peta
NGAN genangan dengan dan » 2 x Lokasi,

; tingei kebih dari 30 setahnn o b@e:‘mé
cm selama lebih s ;
dari 2 jam dan |
terjadi lebih darj 2 | 200 dPkarea
xali setahun terjadi genangan

»30cm, > 2 jam |
dan > 2 x %
| setahun §
|
bKetidakier |Tidak terscdianya | o76%- 100% | | Wawanc
Sediaan *sa}uxan drainase area tidak % ara,




gkungan pada

lingkungan drainase Isian,
perumahan atan lingkungan Peta
permukiman, yaitu “S1% - 75% area RIS,
saluran tersier tidak tersedia Observa
dan/atau saluran drainase si
local ngkungan
#25% - 50% area
tidak tersedia :
drainase |
lingkungan
*76% - 100%
drainase
lingkungan
ok a
terhubung
dengan hirarki
Saluran drainase )
) ) di atasnya _
lingkungan tidal Wawane
c.Ketidakter {terhubung dengan *51% - 75%
gubungan saluran pada drainase o
cngan ) o Format
?,fgf;sc h;rarkz di atasnya lingkungan Isian,
perkotaan | *¢T1E8% _ tidak Peta RIS,
menyebabkan air terhubung | Observa
tidak dapat dengan hirarki si
mengalir dan di atasnya
menimbulkan N
genangan 25% - 50% :
drainase
lingkungan
tidak
terhubung
dengan hirarki
di atasnya
d. Tidak Tidak +76% - 100% Wawanc
Terpeliha | dilaksanakannya area memiliki ara,




; meimaraan

nya ; drainase Format
Drainase | saluran drainase | lingkungan ; Isiar,
} iingkungan pada vang kotor dan Peta |
%iokam perumshan | berbau RIS,
ta ik bse
atau permuldman, e | Observa
| bakc memikiki st
. pemeliharaan : rai i
rutin; dan/fatau . 3
! / lingkungan yang
i
s pemeliharaan . kotor dan ’
berkala . berbau : ’
i
§ *25% - 50% area |
i !
memiliki ;
drainase :
! Engkungan yang
i H
! kotor dan ;
berbau
e 76% - 100%
ares memiiiki -
kualitas
kontrsulrsi 3
drainase
Kualitas konstruksi | lingkungan % Wawanc
drainase buruk, buruk '\ ara
karena berupa galian ‘1 )
5 Format
o Kualitas tanpa material «51% - 755 area % ; ‘
Konstruksi : memiliki 5 | lsian,
ans pelapis atau penutup i o 5
: . kualitas | (Peta RIS,
Drainase | maypun karena telah! ;
| . | kontrsuksi ( 3 |Observa
; terjadi kerusakan | b .
} drainase ' S
tngkungan
buruk : :
%
¢25% - 30%a area
enmiliki
kualitas 1
kontrsuksi .
drainase i
:




e RN

Drainase | saluran drainase lingkungan Isian,
lingkungan pada yang kotor dan Peta
lokasi perumahan berbau RIS,

tan permukiman,
atau pern +51% - 75% area Observa
baik: . sk
memiliki
. pen:‘zcliharaan Irainase
ruting danfatau lingkungan yang |
+ pemeliharaan kotor dan -’ i
bﬁi’k&lﬁ berbail
«2594 - 50% area
memiliki
drainase
lingkungan yang
kotor dan
berbaii
«THY% - 100%
area memiliki
kualitas
kontrsuksi
drainase
Kualitas konstruksi | linglkungan
Wawanc
drainase buruk, buruk
ara,
karena berupa galian
. R Format
e.Kualitas | yanah tanpe material $51% ) ?5_% arca fsian
Konstruksi pelapis atau penutup memiliki
; kualitas Peta RIS,
Drainase | maypun karena telah
o kontrsuksi Observa
terjadi kerusakan s
drainase 81
lingkungan
buruk
025% - 5% area
memiliki
kualitas
kontrsuksi
drainase




i
air

i
H
H

| memiliki sarpras |

| lingkunga ;
! i
(#76% - 100% _
Pengelolaan air % area memibiki
| imbah pada lokasi | sistem air a |
- : -
perumahan atau : hmbah yvang
E:
. permukiman tidak | Gdak sesual Wawanc
a. Sistem H ]
memiliki sistem i standar teknis ara,
Pengelola i
. yang memadai, yaitu | . Format
i an Air | #51% - 75% area L el
timbah kakus/kinset yang | Isiamn,
¢ memiliki sistem .
ridak tidak terhubung : { Peta RIS,
. dengan tangki ; air imbah yang | Obscrvag
Sesuai e . tidak sesuai .
septik baik secara s
Standar o ) standar teknis |
. individual/domesti :
Teknis ] :
k, komunal mavpun [ «25% - 30% area ;
‘ ; !
| terpusat. . memiliki sistemt | ;
5. KORDISE i air imbah yang § i
'?EI ; Ng :Gz Egé} . tidak sesuai ; |
LIMBAH standar teknis |
Kondisi prasarana | «76% - 100%
, dan sarana | area memiliki
; pengelolaan air sarpras air
b.Prasarana |imbeh pada lokasi : limbah tidak
dan perumahan atau sesuai i
Sarana : \ i Wawam:%
Pengelola permukiman § persyaratan L e, |
an Air dimana; | teknis T
Limbah ; : Format ;
Tidak + kloset leher ; ; ,
Sesuai _ {e31% - 5% area isian, |
uat angsa tidak i
dengan memiliki sarpras | | Peta RIS,
tan Teknis de . i aw mhbah fdak é SEIVA |
8 & : si
septik; sesuai
« tidak tersedianva
. teknis !
sistei L _E
pengolahan §
limbah setempal 350, 5(5% area |




skala
lingkungan.
Pengelolaan *76% - 100%
persampahan pada | area memiliki
lingkungan sistem
perumahan atau pemampahﬂn
permukiman tidak tidak sesuai
b. Sistem . Wawanc
memenuhi standar
Pengelo , ara,
o persyaratan sebagai
an oL . 4]
: N berikut: *51% - 73% area Format
ersamp iliki si Isian,
« pewad dan mem sistem et RS
an yang ersainpahan € ,
‘ pemilahan P pa
Tidalk ) tidak sesuai Observa
] domestik; .
Sesuai standar S1
[ ] 1l Lal'j
Standar penguimp
. lingkungan;
Teknis ghung 025% - 50% ares
¢ perigangkutan
i gang memiliki sistem
WNgar;
8K persampahan
* pengolahan tidak sesuai
lingkungan standar
*76% - 100%
Tidak dilakukannya s
area memiliki
pemeliharaan
Sarpras
sarana dan
c. Tidakterpe sarana persampahan Wawanc
liharanya | P yang tidak ara,
Sarana pengelolaan .
dan terpelihara Format
Pra a persampahan pada _ )
Sarari Isian,
Pengelo lokasi perumahan *51% - 75% area
laan . e Peta RIS,
atau permukiman, memiliki sarpras
Persampa Observa
han baik: persampahan
. si
» pemeliharaan yang tidak
rutin; danjatau | terpelihara
« pemeliharaan
berkala #25% - 50% area
memiliki sarpras




Tidak tersedianva

*76% - 100%

a, Nilai

|

i

5

. area Hdak
prasarana proteksi
ki
kebakaran pada me 5
lokasi, vaitu: prasarana
proteksi Wawanc
' ) « pasokan &ir;
5. Ketidalkter kebakaran ara,
sediaan * jalan Format
Prasarana : .
Proteksi Bngkungan; #531% - 75% area Isian,
Kehakaran | e sarana tidak memiliki - {Peta RIS,
komunikasi; prasarana 3 | Observa
» data sistem: pmteksi si
kebakaran
_ _ «25% . 50% ares
7 KONDISI lingkungan; dan vidak memiliki
PROTEKSI « bangunan pos
KEBAKAR prasarang i
AN ke protekst
kebakaran
Tidak tersedianya *76% - 100%
sarana proteksi area tidak
kebakaran pada memiliki sarana | 9
lokasi, yaitu: proteksi Wawanc
b.Ketidakter ¢ Alat Pemadam kebakaran ara,
| e Api Rin Format
i orma
Sarana bl FEngan +51% - 75% area ,
Proteksi (APAR); Isian,
Kebakaran tidak memiliki
« mobil pompa; | 3 |PetaRIS,
sarana proteksi Obse
. rva
* mobil tangga kebakaran .
sesuai St
kebut ; dan *+25% - 5056 area
* peralatan tidak memiliki )
pendukung sarana proteksi ;
lainnya kebakaran
B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN
Pertimbangan letak [sLokasi terletak | Wawanc




BANGAN

Strategis

g

Lokasi atap permukiman i Format
pada: Isian,
+ fungst strategis RTRW,
kota; atau RITR,
+ bukan fungsi Observa
strategis kota si
Pertimbangan Untuk
kepadatan Metropolitan &
penduduk pads Kota Besar
lokasi perumahan sKepadatan
atau permukiman Penduduk pada |
dengan klasifikasi: s Lokasi sebesar
s rendlah yaiin | >400 Jiwa/Ha
kepadatan Untuk Kota
penduduk &i E Sedang & Kota
! bawsk 150 }QQ_QLI Wawan
jiwa/ha; sKepadatan cara,
h.Xependudu > sedang yaitu ? Penduduk pada Format
kan . kepadatan % Lokas: sebesar Isian,
penduduk i >200 Jiwa/Ha Statistik,
antara 151 - Observa
200 pwa/ ha, 3 sKepadatan ! si
| o tinggi yaitu | Penduduk pada |
kepadatan | Lokasi scbesar |
penduduk 151 - 200 i
antara 201 -~ | Jiwa/Ha
400 jiwa/ha; !
& gangat padat i *Kepadatan ;
vaitu kepadatan ; Penduduk pada
penduduk di atas ; Lokasi sebesar ‘
400 jiva,/ ha; ‘ <150 Jiwa/Ha g
;
¢, Kondisi | Pertimbangan Tokasi memitii | |Wawanc |
Sosial, potensi yang potensi sosial, ara, !




‘Ekonomi, |dimiliki lokasi ekonomi
dan Budaya |perumahan atau budaya untuk Isian,
permukiman dikembangkan Obhserva
berupa: atau dipelihara si
+ potensi sosial
yaitu tingkat
masyarakat
dalam
mendukung
pembangunan;
* poiensi ekonomi
yaitu adanya +Lokasi tidak
kegiatan ekonomi memiliki potensi
tertentu yang sosial, ekonomi _
bersifat strategis | dan budaya L
bagi masyarakat tinggi untuk
setempat; dikembangkan
+ potensi budaya atau dipelihara
yaitu adanya
kegiatan atau
warisan budaya
tertentu yang
masyarakat
sctempeat
C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN
Kejelasan terhadap |sKesehuruhan Wawanc
1. Kejelasan status penguasaan | jokasi memiliki ara,Form
I.MTAS Status lahan berupa: kejelasan status at Isian,
Penguasa | °* kepemilikan penguasaan {+} |Dokumen
an Lahan sendiri, dengan lahan, baik pertanah
bulkti dokumen milik sendiri an
sertifikat hak




atan milik

bentuk dokumen | pihak lain 8i
keterangan sSebagian atau
status tanah keseluruhan
lainnya yang lokasi tidak
sah; atan memitiki
¢ kepemilikan kejelasan
pihak lain status
{termasuk miliX | penoyasaan
adat/ulayat), iahan, baik
dengan bukti milik sendiri
izin atau milik
pemanfaatan pihak lain _
tanah dari (=)
pemegang hak '
atas tanah atau
pemilik tanah
dalam bentuk
perjanjian
tertulis antara
pemegang hak
atas tanah atau
pemilik tanah
dengan
Kesesuaian terhadap | sKeseluruhan
peruntiikan lahan lokasi berada Wawanc
dalam rencana tata pada zona ara,
2.Kesesuaian | T4aRg (RTR), dengan | peruntukan (+) Format
RTR bukt Izin perumahan/per ' Isian,
Mendirikan mukiman sesuai RTRW,
Bangunan atau RTR RIYTR,
Surat Keterangan Observa
Rencana Kota *Scbagian atau si
keseluruhan t)

(SKRK)

lokasi berada




. pada
zona
peruntukan
perumahan/per
mukiman sesuai
RTR




FORMULAS] PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGEKINAN KLASi?‘IKﬁSI DAN
SKALA PRIORITAS PENANGANAN "

i

3

if{ondisi Kelrumuban

H

N

P71 - 95 i Humuh Berat

45— 70 | Kumub Sedang

1% - 44 ‘Kumuh Ringan

1
3,

11~ 15 Pertimbangan Lain Tinggi

6 -10 [Ferfimbangan Lain Sedang

i1-5 [Pertimbangan Lam Randah

Tegalitas Lahan

[+ [Status Lehas Legal

I Btarun Leadhan Tidak Legel

BUPATI LUWU,
TTD

A, MUDZARKAR




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU __
NOMOR : g naxun 2644 TANGGAL : 22 sewesber 2€16

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN RUALITAS

TERHADAFP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH :

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
FPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : .iccovnn.
TENTANG
PENETAPAN LOKAS] PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU
Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertemnpat |
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup :
yang laik dan sehat;

b. bahwa penvelenggaraan peningkatan -
j kualitas perumahan kumuh dan
| permukiman kumuh merupakan tanggung-
jawab pemerintah daerah berdasarkan .
penetapan lokasi perumahan kumuh dan _f
permukiman kumuh yang didahului proses
pendataan;




e st Aty e e

i ATl A A T T4 VAR PR T 2o

Mengingat

¢. bahwa berdasarkan Pasal 98 avat (2]

o 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, penetapan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kuomuh wajib
dilakukan pemerintah daerah dengan
melibatkan peran masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi
Perurmnahan Kumuh Dan Permukiman
Kumiuh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587}
Undang-Undang Nomwor 1 Tabhun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5i88);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 32341;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016
tenitang Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh.




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Luwu.

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam
hngkup wilayah Kabupaten yang dinilai tidak laik huni
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana vang tidak memenuhi svarat.

Lokasi Perumahan Kumuh Dan  Permukiman
Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang
ditakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara

Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh.

Lokasi Perumsahan Kumuh Dan Permukiman Ku}.nuh
di Kabupaten ..... ditetapkan sebagai dasar penyusunan
Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten ... . yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam
mendukung Program Nasionat Pengentésan
Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target
Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

Lokasi Perurmmahan XKumuh Dan Permukiman Ku;nuh

di Kabupaten ... meliputi sejumiah -
{terbilang.......Jokasi, di .. .. (terbilang ...}/
kecamatan, dengan luas total sebesar ... {terbi;lang?

«eer.....) Nektar;




KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

+
£

Pentjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab.........

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Peta Sebaran
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman

Kumuh di Kab ..... dirinci Iehih lanjut dalam
Lampiran l; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh

Dan Permukiman Xumuh di Kab ... diriniel lebih

lmnjut dalam Lampiran ll, dimana ketiga lampiran
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Walikota ini;

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh di Kab ..., ini, maka
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk -

melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas
dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan
daerah dalam hidang perumahan dan permukiman,

bersama-sama Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah;

Keputusan ini muilai berlaku pad tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di =~ Belopa
Pada tanggal et aarar s icarsrnas
BUPATI 1L.UWU,




FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : TANGGAL :

PENETAPAN LOKAS! PERUMAHAN XKUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI RABUPATEN LUWU

T NAMA [LUAST T LINGKUP  |KEPEND|KOORDI | KEKU | PERT. |LEG PRIORITAS

| LOKASI |  |ADMINISTRATIF UDUKAN| NAT |MUHA| LAIN |aL-
b b N b mms
(BT TRELUR [RECAM JUML] REP LN ATB0J NILATIN | ML TIN | LAM
RW lARAN/ LATAN/ | A | A- TNG FURL T OK| ATIGK |, o
- |pesa {mstRi] . (paT, | i '
' Ko JANp b b
1 a |




Keterangan
Koordinat

Keterangan
Koordinat

Garis Koordinat
{Lintang & Bujur)

Keterangan Lampiran SK
Kepala Daerah

_i JuduiPeta b )

Skatz, Orientasi, Proveksi,
Jisrern Grid,

1 Keterangan Sumber Peta I

i Ketesangan Legenda J

Lambang dan Nama Kota

Tanda Tengan Kepala
Daerah

l Peta lnset l

b

BETA [W3ET \

WALHOTA o e e \
(Twguikn. Tengan] Nuses

Lenghap Fanps gelac

PEMVERNELAE FOTA \




heterangan lampivan 5K

Keterangan Eepala Daerah

Keoordimar

: ST S
R THRHAL CAR MR

\

\ { Keterangan Judul Peta : .
Koordinat {Lintang &
Bujur] '
C oeRoed W -
Slada, Orientas), Proyelosi, :
Sistem Grad, Datu E :
AEYAAMSEL .

Pty Ingst

LERER e,

Hererangan Legenda

T T

(Garis Woordinat
{Lintang & Bujur)

AUMBRR ERTA;

hetarangan Sumbey
Pats
‘ {Tamula Tarageiny
Tanda Tangan
Kepals Daerah -/
La Nam FHHERETAR
iR fan Nama e e
BUPATI LUWU,

A, MUDZAKEKAR




